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ABSTRACT

This study examines the Community Satisfaction Index (CSI) of the ROJALI (Roya
Jadi Lima Menit/Roya in Five Minutes) service at the Land Office of Sleman
Regency, along with the challenges and solutions in its implementation. ROJALI is
an innovative service for mortgage cancellation designed specifically for electronic
certificate holders who apply directly to the office, with a five-minute completion
target counted from the moment payment confirmation is received by the system.
This study employs a mixed method approach with equal status and sequential
design. Quantitative data were collected through questionnaires and qualitative
data through semi-structured interviews. A total of 14 respondents participated,
comprising all ROJALI applicants encountered during the April to May 2026
research period. The CSI measurement was based on nine service elements in
accordance with the Regulation of the Minister of Administrative Reform and
Bureaucratic Reform Number 14 of 2017, while the analysis of challenges used the
public service weakness framework proposed by Maryam (2016). The CSI
measurement yielded a conversion value of 85.839, placing the ROJALI service in
category B (Good). The facilities and infrastructure element received the highest
perception score, while the system, mechanism, and procedure element received the
lowest. Identified challenges cover two dimensions. First, from the service delivery
pattern. limited public understanding of the five-minute timeframe, low public
awareness of ROJALI limited payment access near the office, and disruptions to
the KKP-Web and SI TATA application systems. Second, from the human resources
dimension: officer and authorized signatory unavailability due to other official
duties. The Land Office of Sleman Regency has implemented various solutions
including socialization through social media and banners, retaining applicant files
during payment difficulties, use of alternative internet connections, and designating
multiple officers capable of handling ROJALI processing.

Keywords: Community Satisfaction Index, Electronic Certificate, Public Service
Innovation, ROJALL Roya.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih cepat,
transparan, dan mudah diakses mendorong pemerintah untuk mempercepat
transformasi birokrasi berbasis digital. Respons terhadap tuntutan ini
terwujud antara lain melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018. Implementasi SPBE di berbagai instansi pemerintahan
dipandang sebagai upaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi,
mempersingkat waktu pengurusan layanan bagi masyarakat, dan
memperkuat akuntabilitas institusi publik.

Bidang pertanahan menjadi salah satu sektor yang ikut terdampak
oleh kebijakan SPBE tersebut. Administrasi pertanahan yang sebelumnya
bersifat konvensional kini dituntut untuk bertransformasi agar proses
pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan transparan.
Transformasi digital di bidang pertanahan dipandang penting untuk
mendorong percepatan pelayanan, mendukung integrasi data antar sektor
pembangunan, mempermudah masuknya investasi, dan berkontribusi dalam
pencapaian tujuan nasional di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin maju (Erfa, 2020). Hal ini sejalan dengan
pandangan bahwa bidang pertanahan yang memainkan peran penting dalam
pengelolaan hak atas tanah, merupakan salah satu sektor yang memerlukan
transformasi digital (Yudiyanto et al., 2025). Penerapan transformasi digital
dalam kerangka reformasi birokrasi pun turut mendorong penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat (Renanda & Rosidin, 2025).

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai salah satu unit kerja
BPN di tingkat kabupaten mengambil langkah pembaruan dalam layanan
roya dengan meluncurkan inovasi ROJALI (Roya Jadi Lima Menit) secara

resmi pada tanggal 15 Agustus 2025. Dalam peluncurannya di Aula Kantor



Pertanahan Kabupaten Sleman, Bupati Sleman Harda Kiswaya
menyampaikan bahwa kepastian waktu dalam proses pelayanan pertanahan
diharapkan dapat mendorong efisiensi penyelenggaraan layanan dan
mempercepat roda perekonomian daerah (Syarifudin, 2025). Inovasi ini pun
mendapat perhatian dari masyarakat karena berhasil mempersingkat waktu
layanan roya secara signifikan.

ROJALI merupakan pembaruan dalam layanan roya yang ditujukan
bagi masyarakat yang telah memiliki sertipikat elektronik dan datang
langsung ke kantor tanpa menggunakan jasa perantara. Sebelum adanya
layanan ini, proses penghapusan hak tanggungan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman memerlukan waktu sekitar tiga hari kerja. Melalui
ROJALI, waktu penyelesaian tersebut dipersingkat menjadi hanya sekitar
lima menit. Pembaruan ini lahir dari pengamatan bahwa proses roya bagi
pemegang sertipikat elektronik sebenarnya memungkinkan untuk
diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat, sehingga kantor
menetapkan target penyelesaian lima menit sebagai standar layanan yang
baru.

Meski demikian, pelaksanaan inovasi layanan pertanahan di lapangan
tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Kajian mengenai inovasi penerapan
sistem Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) berbasis digital di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa layanan digital
memberikan dampak positif, namun dalam praktiknya masih menghadapi
hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan kompetensi SDM
yang belum memadai (Yudiyanto et al., 2025). Dari temuan tersebut,
pelaksanaan inovasi layanan di bidang pertanahan, termasuk ROJALI,
berpotensi menghadapi jarak antara target layanan yang ditetapkan dan
pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat 4 (empat)
kesenjangan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yakni ketidaktahuan terhadap harapan pelanggan, standar kualitas
layanan yang tidak sesuai, gap performansi layanan, dan etika janji-janji

yang tidak sesuai dengan kenyataan (Parasuraman dkk (1990:37) dalam



Riani, 2021). Dalam konteks layanan ROJALI, kesenjangan tersebut dapat
muncul dari sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi
harapan masyarakat sesuai dengan tujuan dan janji layanan yang telah
ditetapkan.

Permasalahan pelayanan pertanahan juga tercermin dari adanya
pengaduan masyarakat. Berdasarkan laporan Ombudsman Republik
Indonesia (RI), sepanjang tahun 2024 tercatat adanya 10.846 aduan
masyarakat, dan sektor agraria/pertanahan cukup mendominasi sebagai
substansi yang paling banyak dilaporkan dengan persentase aduan sebanyak
17,17% dari total aduan dan menduduki posisi kedua sebagai instansi yang
cukup banyak sebagai kelompok terlapor (Victoria, 2025). Kondisi ini
menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan masih menjadi perhatian publik
dan memerlukan evaluasi berkelanjutan, khususnya dari perspektif
masyarakat sebagai pengguna layanan.

Hal inilah yang mendasari agar instansi pertanahan perlu lebih peka
terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat sebagai bagian dari tanggung
jawab penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang RI Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 menjelaskan bahwa
pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka
pemenuhan kebutuhan layanan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
untuk setiap warga negara dan penduduk, terkait barang, jasa, atau layanan
administrasi yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pelayanan
publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dalam konteks ini mencakup
pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menggerakkan dan
menjalankan institusi penyelenggara negara. Dengan demikian, sudah
menjadi salah satu kewajiban pemerintah yakni menyelenggarakan
pelayanan publik sebaik mungkin. Pelayanan publik juga didefinisikan
sebagai upaya membantu atau memberi manfaat kepada masyarakat melalui
penyediaan barang dan jasa yang diperlukan (Ahmad, 2018 dalam Irfan. B
& Anirwan, 2023).

Pemahaman mengenai pelayanan publik juga dapat ditinjau dari

perspektif kebahasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),



pelayanan publik diartikan sebagai ““1) perihal atau cara melayani; 2) usaha
melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); 3)
kemudahan yang disediakan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa”.
Artinya pelayanan publik merupakan bentuk kegiatan melayani yang
bertujuan memenuhi kebutuhan penerima layanan dan memberikan nilai
manfaat bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik
telah berkontribusi melalui pembayaran pajak, retribusi, dan pungutan
lainnya. Meskipun pembayaran pajak oleh masyarakat sifatnya memaksa
untuk keperluan negara dan tidak adanya imbalan secara langsung kepada
pembayar pajak karena tujuannya sendiri digunakan untuk kemakmuran
rakyat. Dengan kontribusi tersebut, seharusnya pemerintah dan lembaga
penyedia layanan publik bisa menyediakan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran bahwa
terselenggaranya pelayanan yang baik menunjukkan sifat pemerintahan
yang baik juga (Rahmadana, et.al., 2020).

Pemerintah yang baik pada dasarnya dituntut untuk memperhatikan
perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat. Pelayanan publik idealnya
bersifat “need based’ mengingat kegiatan pelayanan publik itu sendiri
dilaksanakan guna menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan
manfaat nyata atas pelayanannya. Sebagai respons atas tuntutan tersebut,
pemerintah melakukan transformasi birokrasi dengan memanfaatkan
teknologi, salah satunya melalui pengembangan inovasi pelayanan publik
berbasis digital. Pemanfaatan teknologi mengubah proses birokrasi
sekaligus mendorong pergeseran budaya kerja aparatur menuju sistem yang
lebih responsif dan akuntabel. Selain itu, perkembangan teknologi informasi
yang pesat menjadikan hampir seluruh aspek layanan publik kini tak lepas
dari pemanfaatan sistem digital.

Dalam konteks transformasi digital tersebut, kepuasan masyarakat
menjadi tolak ukur keberhasilan inovasi tersebut. Ketika tingkat kepuasan
rendah, berarti masyarakat menilai kualitas layanan yang diterima belum
memenuhi harapan masyarakat (Embi & Widyasari, 2013). Oleh sebab itu,

pengukuran kepuasan masyarakat menjadi penting untuk mengetahui sejauh



mana inovasi pelayanan publik yang dikembangkan mampu memberikan
manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

Penelitian mengenai kepuasan masyarakat terhadap inovasi layanan
pertanahan telah banyak dilakukan. Namun demikian, masih terdapat celah
penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut. Ayuni (2024) mengkaji Program
Rabu LARIS yang salah satu fokus layanannya adalah roya, namun
pelaksanaan inovasi tersebut masih berada dalam kerangka waktu
penyelesaian satu hari sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditetapkan oleh
kantor pertanahan. Sementara itu, (Triwulandani, 2015) mengkaji
implementasi inovasi One Day Service di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bantul dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan layanan
dengan beberapa unsur standar pelayanan. Di sisi lain, Simanjuntak (2025)
menunjukkan bahwa dalam layanan pertanahan berbasis elektronik,
indikator waktu penyelesaian layanan sesuai dengan SOP dan kemudahan
dalam penggunaan aplikasi layanan perlu menjadi perhatian khusus untuk
dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemeliharaan
data pendaftaran tanah secara elektronik.

Meskipun ketiga penelitian tersebut memiliki perhatian terhadap
aspek kepuasan masyarakat dalam inovasi layanan pertanahan, fokus
kajiannya masih terbatas pada layanan dengan durasi penyelesaian harian
atau layanan elektronik secara umum, sehingga belum secara spesifik
mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap inovasi layanan roya
dengan waktu penyelesaian sangat singkat dalam hitungan menit. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian tersebut
dengan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan
ROJALI (Roya Jadi Lima Menit) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,
khususnya dalam menilai apakah standar waktu pelayanan lima menit
mampu memenuhi ekspektasi dan memberikan kepuasan optimal bagi
pengguna layanan.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
LAYANAN ROYA JADI LIMA MENIT (ROJALI) DI KANTOR



PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN guna mengetahui lebih lanjut
pelaksanaan inovasi layanan publik ROJALI dan mengukur keberhasilan

layanan tersebut melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan peneliti, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan
ROJALI di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala dan solusi dalam layanan ROJALI di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, berikut
tujuan dari penelitian ini:
1. Mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan ROJALI yang
ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan

Layanan ROJALI dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan manfaat yang
meliputi:
1. Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman ilmiah tentang
inovasi pelayanan publik melalui layanan ROJALI di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman dan kontribusinya terhadap kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan.
b. Hasil studi dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain dalam
mengembangkan kajian tentang inovasi pelayanan publik dan

kepuasan masyarakat khususnya di bidang pertanahan.



2. Praktis
a. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi
dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam
upaya meningkatkan kepuasan pengguna layanan ROJALI.
b. Penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan
kebijakan dan strategi inovasi pelayanan publik baik di lingkungan

instansi pertanahan maupun lembaga lainnya.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut.

1. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan
ROJALI di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menunjukkan nilai
konversi sebesar 85,839, yang berada pada kategori mutu pelayanan B
dengan kinerja unit pelayanan Baik. Hasil ini diperoleh berdasarkan
penilaian 14 responden terhadap sembilan unsur pelayanan sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017. Unsur sarana dan prasarana memperoleh nilai persepsi
tertinggi, sedangkan unsur sistem, mekanisme, dan prosedur memperoleh
nilai persepsi terendah di antara kesembilan unsur yang dikaji. Meskipun
terdapat perbedaan nilai antar unsur, secara umum responden memberikan
penilaian yang positif terhadap seluruh aspek pelayanan ROJALI, termasuk
pada unsur waktu penyelesaian dan biaya/tarif yang menjadi keunggulan
utama dari inovasi layanan ini.

2. Kendala dalam pelaksanaan layanan ROJALI ditemukan pada dua aspek,
yakni pola penyelenggaraan dan sumber daya manusia. Dari sisi pola
penyelenggaraan, kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman
sebagian masyarakat terhadap ketentuan waktu lima menit, terbatasnya
pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan layanan ROJALI,
keterbatasan akses pembayaran SPS di sekitar kantor, dan gangguan pada
sistem aplikasi KKP-Web dan SI TATA yang berada di luar kewenangan
kantor. Dari sisi sumber daya manusia, kendala yang ditemukan berkaitan
dengan situasi ketidakhadiran petugas yang bertanggung jawab atas
pelayanan ROJALI maupun pejabat penandatangan akibat adanya
penugasan lain. Di antara kendala-kendala tersebut, kendala yang paling
mendesak untuk segera ditangani adalah ketidakhadiran petugas atau

pejabat penandatangan pada saat dibutuhkan. Hal ini disebabkan kendala
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tersebut berkaitan langsung dengan inti janji layanan ROJALI yang
menuntut penyelesaian pada hari yang sama, sehingga ketidakhadiran
tersebut berpotensi menghambat kelancaran pelayanan secara langsung.
Berbeda halnya dengan gangguan sistem aplikasi yang meskipun paling
sering ditemui di antara seluruh kendala, namun bersifat sementara dan
berada di luar kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk
menanganinya secara mandiri. Sementara itu, kendala ketidakhadiran
petugas merupakan persoalan yang sepenuhnya berada dalam ranah internal
kantor, sehingga seharusnya dapat diminimalkan.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah menerapkan beberapa solusi,
antara lain melakukan sosialisasi melalui spanduk dan media sosial serta
berbagai media lainnya, menginformasikan mekanisme pembayaran sejak
awal kepada pemohon, memanfaatkan jaringan internet alternatif ketika
terjadi gangguan jaringan internal, dan menetapkan lebih dari satu petugas
yang dapat menggantikan peran petugas utama ROJALI apabila
berhalangan hadir serta dilakukannya koordinasi jarak jauh dengan pejabat
penandatanganan. Solusi-solusi tersebut menunjukkan bahwa Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman telah memiliki mekanisme antisipasi yang

memadai dalam menjaga keberlangsungan layanan ROJALI.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memiliki
beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, perlu dilakukan peningkatan
intensitas sosialisasi mengenai layanan ROJALI kepada masyarakat,
khususnya terkait ketentuan perhitungan waktu lima menit yang dimulai
setelah informasi pelunasan SPS diterima oleh sistem Kantor. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah memasang banner pada area loket
pelayanan yang memuat informasi mengenai layanan ROJALI beserta
persyaratan dan mekanisme pelaksanaannya. Keberadaan media informasi
tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
layanan ROJALI, sehingga masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan

memperoleh informasi secara langsung dan terdorong untuk memanfaatkan
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layanan tersebut apabila memenuhi persyaratan. Dengan demikian,
jangkauan informasi mengenai layanan ROJALI diharapkan semakin luas
dan pemanfaatannya oleh masyarakat dapat terus meningkat.

. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, perlu dipertimbangkan kerja
sama dengan pihak perbankan untuk memfasilitasi akses pembayaran di
sekitar area kantor, misalnya melalui penempatan mesin ATM milik bank
pada lokasi kantor. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kendala yang
dialami pemohon yang belum memiliki akses mobile banking, sehingga
pemohon tidak perlu meninggalkan area kantor untuk menyelesaikan proses
pembayaran.

. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, perlu disediakan mekanisme
informasi yang lebih transparan kepada pemohon pada saat terjadi gangguan
sistem aplikasi KKP-Web maupun SI TATA, misalnya melalui pengumuman
tertulis di area loket atau pemberitahuan langsung mengenai estimasi waktu
pemulihan sistem. Hal ini penting agar harapan pemohon terhadap janji
waktu penyelesaian lima menit tetap dapat dikelola dengan baik meskipun
terjadi kendala teknis di luar kewenangan kantor.

. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat jumlah responden dalam penelitian ini
masih terbatas dikarenakan sedikitnya jumlah pemohon ROJALI selama
periode penelitian. Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian
lanjutan dengan periode pengumpulan data yang lebih banyak untuk
memperoleh jumlah responden yang lebih representatif. Penelitian
selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian mengenai dampak
peningkatan jumlah sertipikat elektronik terhadap volume permohonan
ROJALI di masa mendatang, mengingat layanan ini hanya dapat digunakan

oleh pemohon yang telah memiliki sertipikat dalam bentuk elektronik.
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